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Latar Belakang

Setiap orang selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi
kebutuhannya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja.
Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja pada arangé¢kerja
kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja pada negara yang
selanjutnya disebut dengan pegawai atau bekerja pada orang lastajsw
yang disebut dengan buruh atau pekerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang
merupakan kegiatan yang sangat ditakuti oleh pekerja/buruh yasig aktif
bekerja. Hal ini karena kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian
disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada
banyaknya industri yang gulung tikar dan tentu saja berdampak pada
Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana.
Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktalahi s
dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diiigdre
dari pekerjaannya yang menjadi penopang hidup keluardganya.

Bila pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan

permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh maupun pengusaha)

; Najmudin,Pemutusan Hubungan Kerj8erang: Stie Bina Bangsa, 2011, hal. 1
Ibid.
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karena pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari b@uwa a
mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-
masing telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan it
Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanyaiparse
keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, Iébih-leb
pihak buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan
yang lemabh jika dibandingkan dengan pihak pengu$aha.

Di era globalisasi ini, permasalahan tentang sumber daya raanusi
dalam suatu perusahaan menuntut untuk lebih diperhatikan, sebab secanggih
apapun teknologi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan serta sebes
apapun modal yang diputar perusahaan, karyawan dalam perusahaan yang
pada akhirnya akan menjalankannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa
didukung dengan kualitas yang baik dari karyawan dalam melaksanakan
tugasnya, dengan adanya modal dan teknologi yang canggih muadizail
membuahkan hasil yang maksimal, sebab termasuk tugas pokok karyawan
adalah menjalankan proses produksi yang pada akhirnya dapat mencapai
keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu kontribusi karyawan pada suatu
perusahaan akan menentukan maju mundurnya perusahaan. Saat menjalankan
fungsinya sebagai salah satu elemen utama dalam suatu dstg@mn
karyawan tidak bisa lepas dari berbagai kesulitan dan masalain Sl
permasalahan yang sedang marak saat ini adalah karenakos@ni yang

terjadi sehingga banyak perusahaan di Indonesia harus melakukan

% Zaeni AsyhadieHukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Ketjakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2007, hal.177
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restrukturisasi. Perusahaan harus mengurangi karyawannya ddagan a
efisiensi. Kondisi seperti ini diikuti oleh meningkatnya pemutusan hubungan
kerja (PHK) sehingga setiap karyawan yang tidak mempunyai kenget
tinggi harus memikirkan alternatif pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya®

Pertambahan penduduk yang berlangsung di negara-negara
berkembang cenderung mempertajam kepincangan dalam pembagian
pendapatan. Hal ini disebabkan keluarga-keluarga justru lebih bertatnbah
antara golongan masyarakat dengan pendapatan rendah. Selangkatam
kematian di negara-negara berkembang pada umumnya berkurang berka
kebijaksanaan kesehatan umum, akan tetapi tingkatan kelahiran tetap konstan.
Dalam hubungan ini tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi denga
lingkungan sosial ekonomis yang bersangkutan. Diantara para lelysrg
termasuk golongan yang berpenghasilan rendah terdapat pandangan dan
perasaan bahwa adanya anak kelak sehingga merupakan jaminan hari tua
untuk menunjang kebutuhan orang tua pada hari depan. Jika hal ini terus
berlangsung maka kita akan diibaratkan berada dalam suatu lingkargn y
tak berpangkal. Sebab satu sma lain hanya menambah cadangatarangka
kerja yang akan menekan tingkat upah tenaga kerja di sektor-gegiatan
ekonomi yang ada. Sehingga akan menimbulkan beban pengangguran secara

terbuka maupun terselebung.

4 .
Ibid, hal.2
® Sunindhia Y. W. dan Ninik Widyantilasalah PHK dan Pemogokan Kerjgkarta: PT
Bina Aksara, 1988, hal. 1.
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Bagi pekerja, masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan
masalah yang kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah
ekonomi maupun psikologi. Masalah ekonomi karena PHK akan
menyebabkan hilangnya pendapatan, sedangkan masalah psikologi yang
berkaitan dengan hilangnya status seseorang. Dalam skaldey@mduas,
dapat merambat kedalam masalah pengangguran dan kriminalitas.

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan cita-cita beydiri
Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang Undang dasar
1945. Pasal 27 menyebutkan “Setiap warga Negara berhak atasaekana
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pasal 164 ayat (3), UU No.
13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa :

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena
perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut atau bukan karena keadaan memd&sze (majuey tetapi
perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja berhak atas
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal t1&9,aya
uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuard5gsal
ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) ".

Pada praktiknya, penerapan hukum untuk pengakhiran hubungan kerja
dengan alasan tersebut lebih dikenal dengan PHK karena efisiensisiDef

efisiensi tidak dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang Ketesrgamn,

tetapi menuruKamus Besar Bahasa Indonesgfisiensi” diartikan sebagai
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ketetapan cara usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang
waktu, tenaga, dan biaa.

Antara pekerja dan pengusaha keduanya saling membutuhkan
sehingga terjalin suatu hubungan kerja. Menurut pendapat Lalu Husni dalam
Zainal Asikin, pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja
dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu parginana
pekerja mengikatkan diri kepada pengusaha untuk bekerja dengan
mendapatkan upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk
mempekerjakan pekerja dengan membayar (pdbengan demikian
hubungan kerja merupakan hubungan perdata yang didasarkan atas
kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban dan
mendapatkan hak masing-masing. Hak dan kewajiban para piha&ntgrtu
dalam suatu perjanjian kerja baik secara tertulis maupun lisaaiu Su
perjanjian kerja selain harus mengatur secara jelas mengenadamak
kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, seperti waktu kerja, besarny
upah, juga mengatur mengenai hak dan kewajiban setelah hubungan kerja.
Dalam setiap hubungan kerja pun akan memasuki suatu tahap dimana
hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas sering terjadi pehselisantara
pengusaha dengan pekerja. Perselisihan tersebut merupakan suatu hal yang

lumrah karena telah menjadi kodrat manusia. Perselisihan antargipak

® Farianto & DarmantoHimpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukdakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2009, hal 263.

" Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhanlakarta : Grafindo Persada.2002,
hal. 65
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biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. Pengusahakaember
kebijaksanaan yang menurutnya sudah baik, namun pekerja yang
bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga
tidak puas dengan kebijaksanaan yang diberikan. Berbagai pheselsing
paling sering terjadi selain masalah upah, dan masalahttéikaiya juga
masalah pemutusan hubungan kerja yang biasa disebut dengan istilah PHK.

Istilah pemutusan hubungan kerja untuk selanjutnya ditulis PHK
merupakan suatu momok bagi setiap pekerja, karena pekerja dan kelaargany
akan mengalami penderitaan dan terancam kelangsungan hidupnya denga
hilangnya pekerjaan dan penghasilan pekerja akibat PHK. Dakteknya
PHK yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah gkera dalam
perjanjian kerja tidak menimbulkan permasalahan. Berbeda halnyandenga
PHK yang terjadi karena kebijakan yang diambil oleh pengusakadang
menimbulkan reaksi dari pekerja yang tidak dapat menerimanakdssan
PHK. PHK merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah
pihak terutama pekerja karena berada pada posisi yang lemah dikamndin
pengusaha. PHK bagi pekerja dapat memberikan pengaruh psikologis dan
finansial.

Menurut Iman Soepomo dalam Zaeni Asyhadie bahwa: “pemutusan
hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran,
permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari

berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anaknya dan seba§ainya”.

8 Zaeni AsyhadieQp.Cit., hal. 140
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Bagi perusahaan terjadinya PHK sebenarnya merupakan suatuakerugi
karena harus melepaskan tenaga kerjanya yang selama iniasaldidak
sadar sudah dilatih dengan mengeluarkan ongkos yang banyak dan suda
mengetahui cara-cara kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Namun
kadang-kadang perlu diadakan PHK untuk mencegah korban yang lebih
besar’

PHK merupakan masalah yang selalu menarik untuk dikaji dan
ditelaah lebih mendalam. Perselisihan yang paling seriradietalam suatu
hubungan industrial adalah perselisihan karena PHK. Persoalan yang
seringkali muncul ketika terjadi PHK selain alasan dilakukan Htifa
masalah kompensasi PHK. Seringkali pekerja yang di-PHK merdseaba
keputusan PHK oleh perusahaan dilakukan secara sewenang-wenang. Pekerja
yang terkena PHK mencurigai pengusaha menekan haknya untuk
mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang
pengganti hak sebagai kompensasi PHK. Di sisi lain pekerja jug sela
menuntut kompensasi yang lebih besar pada hal tuntutan tersebut belum tent
sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undangutan bel
tentu sesuai dengan kondisi perusahaan. Hal ini wajar karenagps&kiu
dalam dalam posisi yang lemah, sehingga pekerja mengalamikieetilda
ketika berhadapan dengan kepentingan perusahaan. Pemerintah telah
berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh melalui berbagai

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Perselisihan PHK&iasan

° F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 44
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terpusat pada aspek normatif seperti besarnya uang pesangotayag
uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi, disamping m@iengen
alasan perusahaan melakukan PEK.

Pada saat ini PHK karena alasan efisiensi masih menjadi polemi
karena terdapat dua penafsiran berbeda yang disebabkan ketentudn
pasal 164 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003, dalam praktik peradilan ketentuan
pasal yang mengatur mengenai efisiensi, masih melakukan efigiehsi
perusahaan dalam kondisi tutup. Namun ada yang menafsirkan bahwa
perusahaan tidak perlu tutup untuk melakukan efisiensi apabila tindakan
perubahan tersebut justru dapat menyelamatkan perusahaan dgiarseba
pekerja yang lainny&:

Sehubungan dengan dampak PHK sangat kompleks dan cenderung
menimbulkan perselisihan, maka mekanisme prosedur PHK diatur
sedemikian rupa agar pekerja/buruh telah mendapatkan perlindungan yang
layak dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan
pekerja tersebut dalam Bahasa Belanda disatnatidsbeschermindviaksud
dan tujuan perlindungan buruh atau perlindungan pekerja adalah agar pekerja
dapat dilindungi dari perlakuan pemerasan oleh pihak pengusaha. iRameri
sangat menaruh perhatian terhadap masalah perlindungan pekerja/buruh
karena pada umumnya posisi pekerja masih lemah, sehingga perlimdunga

kerja dan keselamatan kerja akan dapat mewujudkan terpeliharanya

% Nur aini Kus,Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Pemutusanutigan Kerja
(Phk) Dan Pemberian Pesangon Secara Angsuran DISEIL SukoharjoSurakarta: UNS, 2009,
hal. 6

" Farianto & DarmantaQp.Cit., hal.263
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kesejahteraan, kesehatan, kedisplinan pekerja yang berada di banpatapi
pengusaha.

Mengenai perlindungan hak-hak pekerja/buruh ini yaitu apakah
pesangon yang diberikan pengusaha sudah memadai atau belum. Apabila
pemberian uang pesangon sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka tidak ada permasalahan. Tetapi apdiala dili
dari keadaan si buruh, maka ketika si buruh yang besangkutan mengalami
PHK, maka untuk ke depannya buruh tersebut sudah tidak mendapat
pemasukan lagi. Maka disini terlihat bahwa pesangon bukan merupakan hal
utama, melainkan keamanan dalam bekerja, yang dalam artian bahvea keti
buruh bekerja buruh tersebut merasa khawatir bahwa sewaktu-waktu dia akan
mendapat PHK? Disinilah peranan undang-undang memainkan peranan
penting, yaitu sebagai pelindung buruh. Namun sayangnya UU Nomor 13
Tahun 2003 sebagai regulasi perburuhan terbaru justru tidak mampu
mengakomodasikan hal ini. Justru undang-undang sebelumnya secara tegas
menyatakan bahwa PHK merupakan hal yang dilarang.

Pada kenyataannya, jangankan untuk memperoleh kehidupan yang
layak. Untuk memperoleh pekerjaan, jaminan hidup ataupun perlindungan
masih jauh dari harapan. Malahan, buruh atau pekerja yang sudahkmemi
pekerjaan (walau ala kadarnya) dalam prakteknya sangat mudddmngahi

pekerjaan dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

12 Nur aini Kus,0p.Cit.,hal. 130.
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Tetapi tidak jarang dapat ditemukan banyak pekerja/buruh setelah
mereka terkena PHK, pekerja/buruh kadang meminta kepada pihak
pengusaha/perusahaan untuk dibayarkan hak-hak mereka melebihi apa yang
diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan kondisi inilah yang membuat
persoalan penyelesaian perselisinan PHK sulit diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis
skripsi dengan judul: Pemutusan Hubungan Kerja Karena
Restrukturisasi Organisasi Perusahaan Menurut Peraturan Perndang-
undangan Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT.Southern Cross Tdi

Industry).

Perumusan Masalah
Suatu kegiatan penelitian/penulisan untuk menfokuskan permasalahan
yang akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adaogamum
masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah
dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini,
yaitu sebagai berikut :
a. Bagaimana Pengaturan PHK atas Dasar Restrukturisasini€aga
Perusahaan Menurut Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan?
b. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak-hak Pekerja di PT.SCTI Pasca
Pemutusan Hubungan Kerja atas Dasar Restrukturisasi Organisasi

Perusahaan?
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Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka penulis membatas
ruang lingkup agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan
penulisan skripsi ini. Penulis hanya membahas tentang kesesuaiaam anta
proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap yekerja
di PHK oleh PT SCTI dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan lainndibida

ketenagakerjaan, khususnya di PT. SCTI (Southern Cross Textile Industry).

Tujuan dan Manfaat Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujua
untuk :
a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan PHK atas dasar restrukturisas
organisasi perusahaan menurut perundang-undangan ketenagakerjaan.
b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak pekerja di PT.SCTI
pasca PHK atas dasar restrukturisasi organisasi perusahaan.
Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan dapa
memperoleh penjelasan pengaturan PHK atas dasar restrigiturisa
organisasi di PT. SCTI sehingga dapat menambah pengetahuan di bidang

hukum ketenagakerjaan.
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b. Manfaat Praktis

Secara praktis, kegunaaan dari pembahasan ini adalah untuk dapat
dipergunakan sebagai masukan bagi PT. SCTI dalam pelaksanaan PHK
atas dasar restrukturisasi organisasi perusahaan agar SEsgEN

perundang-undangan ketenagakerjaan.

5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Menurut Lalu Husni pengertian PHK adalah : pengakhiran
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja karena berbagar sebab.

Sedangan Menurut Halim dalam menyatakan bahwa PHK adalah
suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dengan majikan
karena suatu hal tertentt.

Menurut Agus Tulus, pemutusan hubungan kesgpération
adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat. Hal ini disebabkan
karyawan pada umumnya belum meninggal dunia sampai habis masa
kerjanya. Oleh karena itu perusahaan bertanggung jawab untuk
memenuhi  kebutuhan-kebutuhan tertentu yang timbul akibat

dilakukannya tindakan pemutusan hubungan kerja. Di samping itu juga

13 | alu Husni,Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial Mél®engadilan & Di

Luar Pengadilaplakarta : PT. RajaGrafindo, 2007, hal. 170
14 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasatiéndang-

Undang Nomor 13 Tahun 200Bandung : Citra Aditya Bakti , 2003, hal. 108
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harus menjamin agar karyawan yang dikembalikan ke masyarakat harus
berada dalam kondisi sebaik mungkin.

Menurut Hasibuan pemberhentian adalah pemutusan hubungan
kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi peru$ahaan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Secara teoritis dikenal empat macam PHK, yaitu :

1) PHK demi Hukum

PHK demi hukum adalah PHK yang terjadi dengan sendirinya tanpa
perbuatan hukum tertentu, baik oleh pengusaha atau pekerjatb@eralasarkan
ketentuan Pasal 1603e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada jenis PHK
yang terjadi bukan atas kehendak pengusaha atau pekerja, tetata-setaa
karena keadaan, ketentuan perundang-undangan, atau karena telah disepakati
dalam perjanjian kerja, atau jika semuanya itu tidak ada menuruaskeit?®

Dengan demikian PHK demi hukum dalam praktek dan secara yuridmsblisa

oleh:

> Moh Agus TulusManajemen Sumber Daya Manusilakarta : PT.Gramedia Pustaka
Utama, 1993, hal. 167.

®Malayu HasibuanManajemen Sumber Daya Manusia:Pengertian Dasar,gBgian,
dan MasalahJakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2001, hal. 205

" Abdul Rachmad Budionddukum Perburuhardi Indonesia Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1995, hal. 144

'8 |ibertus JehanHak-hak Pekerja Perempugadakarta: visimedia, 2006, hal. 34
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Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan
bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu berdasarkan atas jaraiia

atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Berdasarkan hal tqreghnjian

kerja waktu tertentu berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu yang
ditentukan dalam perjanjian kerja atau dengan selesainya peksijag
disepakati. PHK yang terjadi karena berakhirnya kontrak untuk Farjanj
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka pekerja tidak berhak mendapa ua
pesangon, uang penghargaan masa Kkerja, dan uang penggantian hak.
Berakhirnya hubungan kerja waktu tertentu ini tidak memerlukan &eggg
waktu pernyataan pengakhiran. Pengusaha sebaiknya memberitahulda kepa
pekerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu babluangan

kerja akan berakhir pada tanggal, bulan, dan tahun sekian sehingga
dikemudian hari tidak timbul hal-hal yang tidak diiinginkan. Dalam pgga

kerja jenis ini dimana terjadi PHK demi hukum tidak memerlukan dzn
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburtthan.

Pekerja Telah Mencapai Usia Pensiun yang Ditetapkan Dalajanfan

Kerja atau Peraturan Perusahaan atau PKB

Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha
dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena memasuki usia pensan. Usi
pensiun normal adalah 55 tahun. Menurut Peraturan Menteri tenaga Kerja

Nomor PER-02/MEN/1995 apabila pekerja tetap dipekerjakan setelah

19 F X. Djumialdiji, Perjanjian Kerja Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal 45
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mencapai usia 55 tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60
tahun®® Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal PHK demi
hukum?#

(1) Apabila pekerja bersangkutan memasuki usia pensiun dan telah

diikutsertakan dalam program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh
pengusaha, maka pekerja tidak berhak mendapatkan pesangon, uang
penghargaan masa kerja, tetapi berhak mendapatkan uang pemggaktia
sesuai ketentuan. Apabila ternyata uang dari program pensiubuterse
lebih kecil daripada jumlah uang pesangon dua kali ketentuan dan uang
penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan, maka selisihnya (kekurangannya) dibayar oleh
pengusaha (Pasal 167 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003).

(2) Apabila dalam program pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha

dan pekerja, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang
pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha, kecuali @imtur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB (Pasal 1673ayat (

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003).

(3) Apabila pekerja memasuki usia pensiun dan pengusaha tidak mengikutkan

dalam program pensiun, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja

uang pesangon sebesar dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja

193

% Hardjan RusliHukum Ketenagakerjaan 2003akarta : Ghalia Indonesia, 2004, hal

%I Libertus JehanHak-Hak Pekerja Perempuadakarta : Visi Media, 2006, hal 35
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sebesar satu kali ketentuan, dan penggantian hak sesuai ketentahn (Pas
167 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
c) Pekerja Meninggal Dunia

Apabila pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja putus demi hukum
(Pasal 1603 j Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha bersifarsoonlijk maka jika pekerja meninggal
dunia, dengan sendirinya hubungan kerjanya pdtusewajiban buruh
terutama dalam perjanjian kerja adalah melakukan pekerjaan. &leusrh
dengan pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain melakukan
pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan maupun tidak dapat dipisahkan,
berarti yang kerja adalah manusia itu serfdiri.
Berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jika seorang
pekerja meninggal dunia, hubungan kerja putus dengan sendirinya dan abhli
waris berhak mendapatkan uang kompensasi berupa pesangon dua Kali
ketentuan, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesua
dengan ketentuan. Dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
meninggal dunia mencakup meninggal dunia karena kecelakaan kerja maupun
bukan akibat kecelakaan kerja. Dalam hal pekerja meninggal akibat
kecelakaan kerja, maka pekerja (ahli warisnya) akan mendapahaardari
pengusaha dan dari jamsostek, yaitu dari jaminan kecelakaanDxagan hal

pekerja meninggal bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli waakaga

22 Abdul Rachmad Budion®p.Cit., hal. 146
23 F.X. Djumialdji, Op.cit., hal. 84
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mendapat santunan dari pegusaha dan dari jamsostek yaitu dararjami
kematian (Hardjan Rusli, 2004: 192).
2) PHK oleh Pengadilan
PHK oleh pengadilan ialah PHK oleh pengadilan perdata biasa at
permintaan yang bersangkutan (pengusaha atau pekerja/buruh) lkamlasasan
penting. Menurut Abdul Khakim PHK oleh pengadilan adalah tindakan PHK
karena adanya putusan hakim pengadifabalam Pasal 1603 v Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata disebutkan tiap pihak (pekerja/buruh, majikan) setiap
waktu, juga sebelum pekerjaan dimulai berwenang berdasarkan alastmg
mengajukan permintaan tertulis kepada pengadilan di tempat kediamamgya
sebenarnya untuk menyatakan perjanjian kerja goitus.
Berikut beberapa alasan yang dijadikan dasar permohonan PHK ke
pengadilan adalaff:
a) Karena Alasan Penting :
Berdasarkan Pasal 1603 v ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Imam Soepomo dalam Zainal Asikin menyebutkan bahwa: “Alasanngenti
adalah disamping alasan mendegdkngnederenden)perubahan keadaan
pribadi atau kekayaan pemohon atau pihak lain atau perubahan keddaan da
mana pekerjaan dilakukan sedemikian rupa sifatnya sehingga adgd&h la

segera atau dalam waktu pendek diputuskan hubungan kéfja itu.

24 Abdul Khakim,Op.Cit.,hal. 110

% Lalu Husni,Op.cit., hal. 182

% Abdul Rachmad Budion®p.Cit., hal,. 148
2" zainal Asikin,Op.Cit.,hal. 147
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b) Karena Merugikan Pekerja/Buruh Belum Dewasa
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali bagi anak berumahnut8 T
sampai 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggi perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial
sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) Utadaigg
Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
(1) 1zin tertulis dari orang tua atau wali
(2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
(3) Waktu kerja maksimal tiga jam
(4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
(5) Keselamatan dan kesehatan kerja
(6) Ada hubungan kerja yang jelas
(7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PHK juga dapat terjadi jika wali menurut undang-undang darasgoyang
belum dewasa berpendapat bahwa perjanjian kerja yang diadakarsioleh
belum dewasa akan atau telah mempunyai akibat yang merugikarsibagi
belum dewasa atau pun bahwa syarat-syarat yang tercantam slaiat kuasa

(lihat Pasal 1601 g Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak dip&huhi.

28 F.X. Djumialdiji, Op.Cit.,hal. 109
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c) Pembatalan Perjanjian Kerja Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
Pihak-pihak yang berkepentingan dapat juga mengajukan hak yaagttenc
dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk meminta
kepada hakim supaya membatalkan hubungan kerja, jika pihak lawan tidak
memenuhi sesuatu yang diperjanjikan

d) Pengakhiran hubungan kerja berdasarkan Pasal 16031 k KUH Perdata
Apabila selama hubungan kerja berlangsung diadakan peraturan perusahaan
yang baru atau yang sudah ada diubah dan buruh tidak menyetujuitga, ma
dapat mengajukan permohonan kepada hakim supaya perjanjian kerja
dibatalkan®’

3) PHK oleh Pekerja/Buruh

Adalah PHK yang timbul karena kehendak pekerja/buruh secara murni
tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam praktek bentuknya adalah
pekerja/buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat békerja.

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha sangat
berbeda keadaanya dengan pengusaha yang diputuskan oleh pekerja. Supaya
tindakan PHK oleh pekerja tidak melawan hukum, maka pekerja yang
bersangkutan wajib memenuhi dua syarat, yaitu harus ada peasepgngusaha
dan memperhatikan tenggang waktu pengakhiran hubungan kerja sesuliai Pasa

1603 Kitab Undang-Undang Hukum Perdta.

29 Abdul Rachmad Budion®p.Cit., hal. 151
¥ |bid

31 Abdul Khakim,Op.Cit.hal.111

%2 Abdul Rachmad Budion®p.Cit., hal. 141
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Syarat-syarat pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh seorang
pekerja/buruh berdasarkan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 adalaif?

a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-
lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri

b) Tidak terikat dalam ikatan dinas, dan

c) Tetap menjalankan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri.

Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri hanya nodghper
uang penggantian hak sesuai ketentuan saja (Pasal 162 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003). Menurut Hardjan Rusli pekerja yang mengundurkan diri atas
kemauan sendiri, selain menerima uang penggantian hak juga meneng
pisah sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturesahpn,
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan Pasal 1624ydnflang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri
dilakukan tanpa penetapah.

PHK oleh pekerja juga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan
kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (B&sal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), bila pengusaha melakukan tintfakan :

a) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh
b) Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

3 Abdul Khakim,Op.Cit.,hal. 111
¥ Hardjan RusliOp.Cit.,hal. 196
% Abdul Khakim,Op.Cit.,hal. 111-112
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c) Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selankalitiga
berturut-turut atau lebih
d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja
e) Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang
diperjanjikan, atau
f) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, tkeseha
dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan
dalam perjanjian kerja.
4) PHK oleh Pengusaha
PHK oleh pengusaha ialah PHK dimana kehendak atau prakarsanya
berasal dari pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kegatahdilakukan
oleh pekerja/buruh atau mungkin karena faktor-faktor lain, seperti peTgan
tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status, danyseffaga
Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK oleh
pengusaha harus mendapat penetapan lebih dahulu dari lembaga daenyele
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Sehingga pengusaha tigat da
sekehendak hatinya melakukan PHK terhadap pekerja/buruh. Dalam melakukan
PHK kepada pekerja/buruh, pengusaha harus mempunyai dasar dan algsan yan
kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa P#K ya

dilakukan oleh pengusaha disebabkan oleh banyak faktor, yaitu sebagaiBerikut:

*® Ipid., hal. 112
%" Libertus JehaniQp.Cit., hal. 29-33
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a) PHK karena Pekerja Dijerat Pidana atau karena Pekerj@mhddi Aparat

Berwajib

Berdasarkan Pasal 160 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada

syarat yang harus dipenuhi untuk PHK dengan alasan pekerja yatahset

enam bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya kare
yang bersangkutan dalam proses perkara pidana. Syaratnya*dalah:

(1) Bila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum enam bulan dan
pekerja dinyatakan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan
kembali pekerja yang bersangkutan.

(2) Bila pengadilan memutuskan perkara sebelum enam bulan dan pekerja
yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat
melakukan PHK kepada pekerja yang bersangkutan tanpa harus
mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Hak pekerja yang terkena PHK karena dijerat pidana tersebut
mendapatkan penghargaan masa kerja satu kali ketentuan dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan.

Apabila pekerja ditahan pihak berwajib bukan atas pengaduan pengusaha,

maka menurut Pasal 160 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 pengusaha tidak wajib membayar upah (azas tidak bekerja tidak

dibayar), tetapi wajib memberi bantuan kepada keluarga pekeganyamadi

tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:

%8 | bid
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(@) Untuk satu orang tanggungan sebesar 25 % dari upah

(b) Untuk dua orang tanggungan sebesar 35 % dari upah

(c) Untuk tiga orang tanggungan sebesar 45 % dari upah

(d) Untuk empat orang tanggungan atau lebih sebesar 50 % dari upah.
Bantuan ini diberikan paling lama enam bulan takwim, terhitung sejak
pertama pekerja ditahan oleh pihak yang berw4jib.

PHK karena Pekerja Mangkir

Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang mangkiaseha

hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara seytarig
dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusahaidua kal
secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena
dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Fassal
ayat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Hardjan Rusli, 2004: 195).
Namun, apabila pada hari pertama pekerja masuk kerja dan langsung
menyerahkan surat keterangan yang sah yang menjelaskanratasgapa ia

tidak masuk kerja, maka pengusaha tidak dapat menjadikan hal tersebut
sebagai alasan PHR.PHK karena mangkir ini memberikan hak kepada
pekerja atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156})ayat (
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga uang pisah yang besarnya
sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturaraipaans atau

PKB (Pasal 168 ayat (3) undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

% Hardjan RusliQp.Cit., hal. 187
“0Lalu Husni,Op.Cit.,hal. 31
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PHK karena Pekerja Melakukan Pelanggaran Disiplin
Dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan
bahwa dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yamgddiam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, pengusaha dapakamrelaku
PHK setelah kepada pekerja yang bersangkutan diberikan meniagatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Menurut Pasalydi6(2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 surat peringatan masing-masing
berlaku untuk paling lama enam bulan, kecuali ditetapkan lain dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Pekerja yaagad?HK
dengan alasan melakukan pelanggaran disipigigipliner) berhak mendapat
uang pesangon satu kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja, uang
penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayadé3)gy
Undang Nomor 13 tahun 2003.
Karena Perusahaan Jatuh Pailit

Menurut ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahban pai
dan pekerjanya berhak atas uang pesangon sebesar satu kaliaketeahg
penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan, uang pendugatian
sesuai ketentuan.
PHK karena Perusahaan Tutup
Menurut Hardjan Rusli pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja

karena perusahaan tutup yang disebabkan*bleh:

“! Hardjan RusliOp.Cit., hal. 191
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(1) Perusahaan merugi secara terus menerus selama dua tahkeaalk@an
memaksafprce majeur)
Menurut Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
pengusaha yang melakukan PHK karena alasan-alasan ini wajib
memberikan uang pesangon sebesar satu kali ketentuan, uang
penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, dan uang penggantian hak.
(2) Karena melakukan efisiensi.
PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan karena pengusaha yang
melakukan pengurangan tenaga kerja dengan alasan efistansi a
perampingan organisasi perusahaan bukan karena merugi atau alasan
memaksa. Apabila perusahaan tutup karena efisiensi, maka wajib
memberikan uang pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa
kerja satu kali ketentuan, uang penggantian hak seperti yaongngr
dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
f) PHK karena Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan, atau Perubahan
Kepemilikan Perusahaan
PHK karena perubahan status perusahaan dibedakan berdasarkan pihak yang
tidak mau melanjutkan hubungan kerja, yaitu:
(1) Dalam hal pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja,
maka berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003 pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan

Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali kedaaa
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Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal
156 ayat (4)

(2) Apabila pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di
perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar
dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masaakerja s
kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4), sebagaimana diatur dassamlBa
ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Lalu Husni, 2005: 176-
177).

g) PHK karena Pekerja Sakit atau Cacat Akibat Kecelakaara Kégjebihi 12

Bulan

Apabila pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja yang sakitaaiu c

akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannyah setela

melampaui batas 12 bulan, maka pekerja berhak atas uang pesaad@i du
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja duaekalidcet

Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak satu kali ketentuari%&sal

ayat (4)*

b. Kerangka Konseptual

Guna menghindari perbedaan interprestasi mengenai istilah-
istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan persamaan

istilah-istilah sebagai berikut :

“2 Lalu Husni,Op.Cit.,hal. 180
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Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk I&in.

Pemberi kerja adalah orang, perorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk*fain.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerja, upah, dan pemerintah

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban untuk menjalankan pekerjdan.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan
termasuk tunjangan pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan barang dan/atau jasa yang telah atau akan dildkukan.
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta

43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketemagan, Pasal 1 ayat (3)
“ Ibid, Pasal 1 ayat (4)

“|bid, Pasal 1 ayat (15)

“® bid, Pasal 1 ayat (25)

“"|bid, Pasal 1 ayat (30)
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melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahtraan pekerja/buruh dan keluargdflya.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja serta
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam sat
perusahaaf?

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan
konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan
industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha
dan serikat pekerja/buruh yang sudah tercatat di instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur
pekerja/burufi’

Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi
dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya
terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,

dan pemerintah

10)Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi

kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada

pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan

8 bid, Pasal 1 ayat (17)
9 |bid, Pasal 1 ayat (22)
¥ |bid, Pasal 1 ayat (18)
*1|bid, Pasal 1 ayat (19)
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dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan
kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang peagganti

hak>?

6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuak unt
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jala
menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan
suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang tindalrdi
gejala yang bersangkutah.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
yuridis normatif dengan menggunakan studi kasus hukum dihubungkan
dengan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori
hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalaha
yang akan diteliti.

Sumber Bahan Hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan
hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :
1). Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang diperoleh dari sumber-

sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keteran

°2 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor &8ufi 2009 Tentang Tarif Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uasgngon, Uang Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Daloikgn Sekaligus, Pasal 1 ayat 4

*3 Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukunPenerbit Ul-Pres, cetakan 2008, hal.
43
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yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan,
yakni dari putusan pengadilan yang ada.

2). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku ilmu hukum,
jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak, media internet atau
elektronik>*

3). Bahan Hukum Tersier yaitu Sumber data tersier yaitu babhag y
memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.
Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum serta
ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakanyad

studi kasus mengenai permasalahan PHK di PT SCTI yang dihubungkan

dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dihubungkan
pula dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan PHK, sehingga
permasalahan yang diteliti tidak meluas.
7. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan
gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab ykaitabesatu

dengan yang lainya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

** Abdulkadir MuhammadHukum dan Penelitian HukunPenerbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung 2004, hal. 82

*  Tim Penulis,Buku Pedoman Penulisan Skrigkin Ujian KomperhensifFakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "veterakarda, 2011, hal. 12.
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BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini digambarkan secara umum meliputi latar belakang
masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan,
kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA
Dalam bab ini dibahas mengenai pengaturan PHK menurut UU
No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 2 Tahun 2004 dan apa saja yang
menjadi alasan dan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan
kerja, yaitu : Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh
Pengusaha, Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh
Pekerja/buruh, Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan demi
hukum, Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan karena
Pengadilan.

BAB Il PENGATURAN PHK ATAS DASAR RESTRUKTURISASI
ORGANISASI PERUSAHAAN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalahan mengapa
perusahaan melakukan restrukturisasi organisasi sehingga
mengakibatkan PHK dan apakah kebijakan tentang restrukturisasi
organisasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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BAB IV PELAKSANAAN HAK-HAK PEKERJA DI PT.SCTI PASCA
PHK ATAS DASAR RESTRUKTURISASI ORGANISASI
PERUSAHAAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan hak-hak
pekerja di PT.SCTI akibat restrukturisasi organisasi perusahaan.
BABV PENUTUP
Dalam bab ini merupakan bab yang mengakhiri pembahasan
dalam penulisan ini. Isi dari bab ini berupa kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh penulis dari uraian pada bab-bab
sebelumnya serta saran-saran yang akan diajukan penulis

sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam uraian

sebelumnya.

UPN " VETERAN' JAKARTA





